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BAB I
PENDAHULUAN

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court),
Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia dan bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun
dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan
bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar Negara dan konstitusinya.

Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk
keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

Maka dalam rangka turut serta mewujudkan hak konstitusional warga Negara yang kurang mampu
itulah maka Penulis selaku dosen yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridarma perguruan
tinggi, yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran;

2. Melaksanakan penelitian; dan

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk memberikan Bantuan

Hukum, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Bantuan hukum adalah pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang sedang berhadapan
dengan hukum baik di dalam pengadilanmaupun di luar untuk perkara Pidana pada tingkat
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, terhadap Korban tindak pidana, tersangka dan terdakwa yang
harus dibela hak-haknya dan patut dianggap tidak bersalah sampai dengan memperoleh putusan
pengadilan yang berkekuataan hukum tetap. Untuk perkara Perdata mewakili dan atau
mendampingi Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon di dalam permasalahan hukum di

pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PHI dan TUN.

Konsultasi hukum merupakan sarana bagi masyarakat untuk bertanya, mencari informasi dan
berdiskusi terkait masalah hukum yang tengah dialami. Masyarakat kurang mampu dan buta hukum
kerapkali kehilangan kesempatan untuk meraih keadilan atas dirinya karena ketidaktahuan dan
ketidak pahaman akan posisi dan prosedur hukum.

untuk hal itu Penulis selanjutnya memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat pada

waktu dan tempat yang ditetapkan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Penulis dalam melaksanakan program bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam rangka untuk
merespons kebutuhan hukum masyarakat, selain memberikan pendidikan hukum masyarakat, juga
terlibat aktif mengambil bagian di dalam memajukan profesi hukum, dan mengembangkan hukum
pada masa mendatang. Untuk itu, Penulis berupaya mendukung iklim usaha yang kondusif melalui
harmonisasi di dalam hubungan industrial dan mewujdukan persaingan usaha yang sehat seiring
dengan dukungan terciptanya kondisi keamanan yang memadai, dan jaminan kepastian hukum guna
mendorong kegiatan bisnis yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta
kenyamanan berusaha. Hal lain yang menjadi tujuan dibuatkannya laporan pengabdian masyarakata

adalah karena merupakan kewajiban penulis dalam menunaikan kewajiban tridharma perguruan

tinggi.

Selanjutnya penulis mencoba menelaah dan memahami Fungsi dan Peranan penulis dalam suatu
lembaga bantuan hukum khususnya dalam hal ini adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

(LKBH)Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul adalah sebagai berikut:

1. Public service. Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari
masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan
membayar jasa advokat, maka LKBHdapat memberikan jasa-jasanya dengan cuma — Cuma.

2. Social education. Sehubungan dengan kondisi social cultural, dimana lembaga dengan suatu
perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus
memberikan penerangan — penerangan dan petunjuk — petunjuk untuk mendidik
masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban — kewajibannya menurut
hukum.

3. Perbaikan tertib hukum. Sehubungan dengan kondisi sosial politik, dimana peranan lembaga
tidak hanya terbatas pada perbaikan — perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada
profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan — pekerjaan
Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik — kritik dan
saran — sarannya untuk memperbaiki kepincangan - kepincangan/mengoreksi tindakan-

tindakan penguasa yang merugikan masyarakat



BAB Il
LAPORAN PELAKSANAAN KONSULTASI HUKUM
di LKBH

Untuk keperluan Laporan BKD bersama ini Penulis sampaikan Laporan Layanan konsultasi hukum
yang pernah di tangani, namun berkaitan dengan Kode Etik Profesi, nama dan alamat saya
samarkan/ bukan nama atau alamat yang sebenarnya.

Hadir di hadapan saya Tn. Muhaimin, usia 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha yang
beralamat Kota Bambu — Jakarta Barat. Berkonsultasi tentang Perlindungan terhadap pasien dengan
ringkasan sebagai berikut :

Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Tn. Muhaimin, bahwasanya, Tn. Muhaimin telah
berobat ke Klinik yang berada di Kota Purwakarta, ketika sedang berkunjung ke rumah saudara.
Dikarenakan, mata Tn. Muhaimin terasa perih dan meradang, selanjutnya Tn. Muhaimin pergi
berobat mata di Purwakarta. Oleh dokter yang mengobati, diberikan obat tetes mata. Setelah
beberapa lama, mata Tn.Muhaimin timbul warna putih seperti kapas dan setelah pulang kembali ke
tempat asal, Mata Tn. Muhaimin tidak dapat melihat (buta sebelah kanan) karena pemakaian obat
tetes mata yang diberikan oleh dokter di Purwakarta Setelah itu Tn. Muhaimin berobat ke rumah
sakit di daerah Jakarta dan menurut dokter yang melayani di RS tersebut, tersebut obat tetes mata
sebelumnya agar jangan digunakan lagi karena berbahaya bagi mata Tn. Muhaimin.

Dari dokter yang bertugas tersebut, Tn. Muhaimin diarahkan untuk menemui saya, selaku staff
khusus Direksi PT. Rumah Sakit di bidang hukum. Selanjutnya Tn. Muhaimin menanyakan :

1. Langkah apa yang harus di tempuh oleh Tn Muhaimin untuk jalur hukum?
2. Apakah ini tergolong malpraktek atau salah diagnosis yang menyebabkan cacat permanen?

Terkait dengan uraian yang disampaikan Tn Muhaimin, Saya selanjutnya menjawab pertanyaan Tn
Muhaimin yang ke-2 terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) dan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (“UU Praktik Kedokteran”) tidak
mengenal istilah “Malpraktik” dan “Salah Diagnosis”. Akan tetapi, Pasal 29 UU Kesehatan mengenal
istilah “Kelalaian”. Menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir dalam bukunya Etika Kedokteran dan
Hukum Kesehatan, malpraktik berarti kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat
keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka
menurut ukuran di lingkungan yang sama. Sedangkan menurut J. Guwandi dalam bukunya Hukum
Medik disimpulkan bahwa Malpraktik adalah:
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1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (negligence).
3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut J. Guwandi di dalam buku Syahrul Machmud yang berjudul Penegakan Hukum
dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik, malpraktik medis
dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

1. Dengan sengaja (dolus, vorsatz, willens en wetens handelen, intentional) melakukan yang
dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, malpraktik dalam arti
sempit, misalnya dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medis, melakukan
euthanasia, memberi surat keterangan medis yang isinya tidak benar, dan sebagainya.

2. Tidak dengan sengaja (negligence, culpa) atau karena kelalaian, misalnya menelantarkan
pengobatan pasien karena lupa atau sembarangan sehingga penyakit pasien bertambah berat
dan kemudian meninggal dunia (abandonment).

Terkait pertanyaan Tn. Muhaimin yang ke-2, tersebut diatas, M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir
menjelaskan bahwa salah diagnosis atau terlambat diagnosis karena kurang lengkapnya
pemeriksaan, pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman, kesalahan teknis waktu melakukan
pembedahan, salah dosis obat, salah metode tes atau pengobatan, perawatan yang tidak tepat,
kelalaian dalam pemantauan pasien, kegagalan komunikasi dan kegagalan peralatan dapat dikatakan
sebagai malpraktik. Namun hal terpenting terkait permasalahan yang menimpa Tn. Muhaimin adalah
perbuatan dokter di Purwakarta itu, untuk dapat dikatakan sebagai malpraktik harus dibuktikan
terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (“MKDKI”). Hal ini sesuai
dengan Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran:

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin
ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi”.

Menurut Dr. Marius Widjajarta, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia
(YPKKI), bila ada standarnya, salah diagnosis bisa diduga malpraktek. Sebab, dari salah diagnosis bisa
berakibat salah terapi. Salah terapi bisa berakibat fatal. Banyak pasien meninggal di tangan dokter,
dan ironisnya di Indonesia belum ada hukum yang mengatur standar profesi kedokteran dalam
melakukan kesalahan profesi. Sehingga, sulit membedakan antara malpraktek dengan kelalaian,
kecelakaan dan kegagalan. Apalagi pemahaman malpraktek pun masih belum seragam. Sehingga
kerap pasien menuding terjadi malpraktek, sedangkan dokter membantahnya. Sementara itu Prof.
dr.Farid Anfasa Moeloek, Ketua lkatan Dokter Indonesia (IDI) berpendapat, batasan tegas tenaga
medis melakukan malpraktek adalah jika tindakan tenaga medis tersebut sudah melanggar standar
prosedur. Masalahnya, setiap rumah sakit memiliki Standar Operating Procedure (SOP) yang
berbeda-beda, tergantung pada fasilitas yang dimiliki rumah sakit. Sehingga mengenai tuntutan

6



malpraktek harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa digeneralisasi hal seperti apa yang menjadi
malpraktek, dan mana yang bukan. Sehingga untuk mengetahui, apakah dokter di Purwakarta
melakukan kelalaian (malpraktik), harus dibuktikan terlebih dahulu di MKDKI

Selanjutnya terkait pertanyaan Tn. Muhaimin, langkah hukum yang dapat dilaksanakan adalah
sebagai berikut:

Pertama, Tn. Muhaimin harus melakukan mediasi dengan dokter dari Sumbawa Besar (NTB) yang
memberikan obat tetes mata yang menyebabkan buta mata sebelah kanan.1

Kedua, Tn. Muhaimin harus membuat pengaduan secara tertulis kepada Ketua MKDKI bahwa akibat
tindakan dokter di Purwakarta yang memberikan obat tetes mata tersebut, telah mengakibatkan
mata Tn. Muhaimin timbul warna putih seperti kapas dan selanjutnya menjadi tidak dapat melihat
(buta sebelah kanan).2

Pengaduan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:3

1. Identitas pengadu;

2. Nama dan alamat tempat praktik dokter/dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan;
3. Alasan pengaduan.

Ketiga, Tn. Muhaimin dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter di
Purwakarta kepada pihak Kepolisian dan/atau Tn. Muhaimin dapat menggugat kerugian secara
perdata ke pengadilan. Ini karena setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang,
tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.4 Serta pengaduan kepada MKDKI tidak
menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang
berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.5

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XII/2014
yang pada pertimbangannya mengatakan bahwa ketentuan pelaporan secara pidana dan/atau
gugatan secara perdata tentu tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak pasien dan pemangku
kepentingan pada umumnya dari tindakan dokter atau dokter gigi yang berada di luar cakupan
disiplin profesi kedokteran, atau untuk melindungi hak pasien manakala tindakan dokter atau dokter

1 Pasal 29 UU Kesehatan

2 Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran
3 Pasal 66 ayat (2) UU Praktik Kedokteran
4 Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan

5 Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran
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gigi yang dinyatakan oleh MKDKI melanggar disiplin profesi kedokteran ternyata menimbulkan
kerugian pada pasien .

Demikian Laporan Pengabdian Masyarakat ini disampaikan, apabila ada hal-hal yang ingin

ditanyakan, silahkan menghubungi saya di nomor di bawah ini:

Hormat saya,

Dhoni Yusra, SH, MH

082111516445/081807245245

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Referensi:

1. J. Guwandi, 2010, Hukum Medik, Fakultas kedokteran universitas Indonesia, Jakarta;

2. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2012, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta;

3. Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga
Melakukan Medikal Malpraktik, Mandar Maju, Bandung.
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BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Laporan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya kepada Tn. Muhaimin (Nama
samaran) di sampaikan untuk dilaporkan sebagai wujud dari Tridharma Pendidikan.
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